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BKN. Pensiun PNS Janda/Duda. Penyesuaian
Pensiun Pokok. Pencabutan.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DAN/ATAU PENYESUAIAN
PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN

JANDA/DUDANYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan
Janda/Dudanya, perlu menetapkan Peraturan Badan
Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Penetapan
dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai

Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun
Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2906);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
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Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang
Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di
Bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak
Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 327);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 46);

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan
Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1282);
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DAN/ATAU PENYESUAIAN
PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
JANDA/DUDANYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

2. Janda adalah isteri sah menurut hukum dari PNS atau
penerima pensiun PNS yang meninggal dunia.

3. Duda adalah suami yang sah menurut hukum dari PNS
wanita atau penerima pensiun PNS wanita, yang
meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain.

4. Anak adalah anak kandung yang sah atau anak
kandung/anak yang disahkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

S. Orang Tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung
dari PNS.

6. Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima
pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

7. Tewas adalah suatu kondisi pada saat PNS meninggal:

a. dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;

b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan
dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan
keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani
atau jasmani yang didapat dalam dan karena

menjalankan tugas kewajibannya atau keadaan lain
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(1)

(2)

(3)

(4)

yang ada hubungannya dengan kedinasan;
dan/atau
d. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung
jawab atau sebagai akibat tindakan anasir itu.
Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat
BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang
diberi kewenangan melakukan pembinaan dan
menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional

sebagaimana diatur dalam undang-undang.

BAB II

PENETAPAN, PENETAPAN KEMBALI, DAN PENYESUAIAN

PENSIUN PNS DAN JANDA/DUDANYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2
Petunjuk teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian
Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya
digunakan oleh pejabat pengelola kepegawaian dalam
melaksanakan proses penetapan dan penyesuaian
pensiun pokok pensiunan PNS dan Janda/Dudanya.
Penetapan Pensiun Pokok PNS dan Janda/Dudanya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada
pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang pensiun
pokoknya ditetapkan atas dasar gaji pokok menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019.
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan
Janda/Dudanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan bagi PNS yang mendapatkan hak pensiun sejak
1 Februari 2019.
Penyesuaian pensiun pokok bagi Pensiunan PNS dan
Janda/Dudanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan bagi:
a. Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang pensiun

pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tetapi
telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 2015; dan

Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang diberikan
hak pensiun pada tanggal 1 Januari 2019 dan
sebelum tanggal 1 Januari 2019 yang pensiun
pokoknya telah ditetapkan/disesuaikan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.

Bagian Kedua

Penetapan Pensiun

Pasal 3

PNS dan Janda/Dudanya yang diberikan hak pensiun

sejak 1 Februari 2019, pensiun pokoknya ditetapkan

sebagai berikut:

a.

pensiun PNS, pensiun pokoknya ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Daftar A-I sampai
dengan Daftar A-XVII Lampiran [ yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
pensiun Janda/Duda PNS, pensiun pokoknya
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar B-I
sampai dengan Daftar B-IV Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini;

pensiun Janda/Duda dari PNS yang tewas, pensiun
pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Daftar C-I sampai dengan Daftar C-IV Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini; dan

pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS
yang tewas dan tidak meninggalkan Istri/Suami
ataupun Anak, pensiun pokoknya ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Daftar D-I sampai
dengan Daftar D-IV Lampiran [ yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
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